BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami
istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang
sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu
mendambakan agar ikatan lahir batin yang dikuatkan dengan akad
perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hidupnya. Perkawinan merupakan
masalah yang penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan
perlu adanya pengaturan tersendiri agar hakikat perkawinan tersebut tidak
mengarah kepada hal-hal yang negatif sehingga merugikan kedua belah pihak
baik suami maupun istri.

Ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat
rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum juga akan menimbulkan
hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam keluarga. Namun demikian
kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelesterian dan
kesinambungan hidup suami istri itu bukanlah perkara yang mudah
dilaksanakan, bahkan banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis
antara sumai istri itu tidak dapat diwujudkan.’

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk

membangun keluarga, oleh karena itu Islam juga mengakui adanya

! Zakiah Daradjat, /Imu Figih (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 168.



kemungkinan terjadinya perselisthan suami istri dan bertentangan dalam
lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai
penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak
membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam
keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup
sedikitpun.”

Banyak Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga di antarannya
faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan
hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga
bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta menghancurkan tujuan
hidup berumah tangga. Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama
suami istri, syari’at Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban
timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus
menerus tanpa memperdulikan kondisi-kondisi objektif yang ada dan timbul
dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syari’at Islam mengakui
realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih
berganti.’

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami
istri, timbulnya perselisthan pendapat antara keduanya, berubahnya
kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis

rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcokan,

2 Ali Yusuf As-Subki, F iqih Kelurga (Jakarta : Amzah, 2010), 299.
? Zakiah Daradjat, llmu Figih, 168.



persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya
merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Pergaulan suami istri merupakan penyatuan jiwa raga dan cita-cita,
merupakan perpaduan keseluruhan totalitas hidupnya, merupakan pergaulan
yang sangat rapat dan erat serta bersifat terus menerus sepanjang waktu. Oleh
karena itu diperlukan persesuaian pendapat dan cita-cita, pendekatan watak
dan tabiat, supaya kehidupan bersama itu mendatangkan rahmat."

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya
sampai salah satu suami atau istri meninggalkannya. Akan tetapi, tak dapat
disangkal bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina
keharmonisan rumah tangga terkadang pasangan suami istri dihadapkan pada
permasalahan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga.

Masalah tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri,
artinya bersifat intern, seperti sikap istri yang berubah, suami cepat marah,
maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat
ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan
mertua, ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila dibiarkan
berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap dari
masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan
suami istri, bahkan dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang antara
suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan atau nushuz

perkawinan.

* Zakiah Daradjat, IImu Figih, 169.



Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian
rupa, sehingga suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk
menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang
menjadi pondasi utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib
saling menghormati, mencintai, setia serta memberi bantuan lahir batin yang
sah kepada lainnya. Hak dan kewajiban masing-masing harus seimbang
hingga tidak harus saling menyalahkan karena merasa paling berkuasa atau
merasa paling berjasa.

Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat,
perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah
terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan
bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya banyak
persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat
mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri sehingga
memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah
nushuz.

Dalam konteks suami istri dalam perkawinan kata nushuz ditemukan
dalam al-Qur’an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada
tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap

menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan pada



aturan-aturan berumah tangga baik yang datang dari suami maupun yang
muncul dari istri disebut dengan kata nushizz.”

Istilah nushuz atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai
sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri
maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa)
terhadap pasangannya dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari
rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya
yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi
persoalan nushuz seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan
perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga
terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah
satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Sesungguhnya nushuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat
dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya

dalam setiap rumah tangga, dua hal yang cepat membangkitkan seluruh
kebahagiaan yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketenteramannya
serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga, di antaranya
merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka aib keluarga, dan
menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya

pondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.®

> Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa
Menurut Pandangan al-Qur’an (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), 94.
® Ali Yusuf al-Subki, Figih Keluarga, 300.



Nushiiz tidak hanya dilakukan oleh istri tapi juga oleh suami.” Dalam
ketentuan pasal 125 Hukum Islam menyatakan bahwa, “mantan istri berhak
mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia nushuz’. Pasal tersebut
secara eksplisit mengandung makna mengakui bahwa perceraian dapat terjadi

dengan alasan istri telah nushuz.

Berdasarkan judul penelitian yang mengangkat tema tentang nushuz
maka sebagai ekspresi dan sikap keprihatinan terhadap banyaknya kasus
perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat penulis terpanggil untuk
mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan hukum dari para hakim

dalam menyelesaikan kasus perceraian yang disebabkan karena nushuz.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.

Penelitian ini membahas tentang nushuz dan dampaknya terhadap
perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam hal ini penulis lebih
menekankan pada permasalahan nushuz karena hal ini menjadi faktor
penyebab terjadinya perceraian dan jarang dipahami oleh kebanyakan
masyarakat termasuk solusi yang dijalani hingga terhindar dari bahaya talak
(cerai).

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus, maka perlu adanya
pembatasan masalah supaya tidak terlalu melebar dan keluar dari tema
penelitian. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi beberapa hal yang

berhubungan dengan judul di atas yaitu :

’ Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa
Menurut Pandangan al-Qur’an , 95.



1) Tinjauan Umum tentang nushuz

2) Hukum Nushuz

3) Macam-macam nushiz

4) Tinjauan Umum tentang Perceraian

5) Faktor-faktor penyebab perceraian

6) Undang — Undang Tentang Perkawinan dan KHI

7) Hak dan Kewajiban Suami Istri

8) Pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara perceraian
sebab nushuz.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas maka penulis memfokuskan
pada masalah faktor — faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya
perbuatan nushuz hingga terjadi sebuah perceraian dalam rumah tangga.
Selain itu penulis juga ingin menganalisis pertimbangan hukum dari para
hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan nushuz
dengan demikian akan memberikan hasil yang sistematis, ilmiah dan bisa

dipertanggung jawabkan.

Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas perlu adanya
rumusan masalah agar tidak terjadi pelebaran pembahasan yang nantinya
dalam penulisan tesis ini kurang mengarah. Adapun rumusan masalah adalah
sebagai berikut :

1) Faktor apakah yang menimbulkan perbuatan nushuz yang menjadi

sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri?



2) Bagaimana pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Kota
Kediri dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena

nushuz ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka tujuan
penelitian ini adalah :
1.  Untuk mengetahui faktor apakah yang dapat menimbulkan perbuatan
nushuz yang menjadi sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama
Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum para hakim dalam

memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena nushuz.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
yang bersifat teoritik maupun yang bersifat praktik. Diantara manfaat

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
a) Sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat menambah
khasanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan dan
juga sebagai alat pengembangan ilmu dalam memahami kehidupan

berumah tangga.



b) Sebagai dokumentasi dalam penyelesaian permasalahan tentang
nushuz sehingga mampu memberikan rambu-rambu dalam
membina sebuah berumah tangga hingga tercipta keluarga yang

bahagia sesuai ajaran Islam.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang permasalahan
nushuz yang sering terjadi dalam keluarga ketika membina rumah
tangganya serta akibat yang ditimbulkan. Selain itu untuk
menumbuhkan pola pikir, harapan, cita-cita dan sikap untuk selalu
menjaga amanah yang telah diberikan. Kemudian dengan adanya
penelitian ini masyarakat tahu bagaimana menyeimbangkan antara hak
dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak, baik pihak
suami maupun istri hingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah
wa rahmah, sehingga pada akhirnya tingkat perceraian yang disebabkan

karena nushuz bisa di minimalisir.

F. Kerangka Teoritik

Dalam konteks hubungan suami istri dalam perkawinan kata nushuz
ditemukan dalam al-Qur’an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi
berada pada tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah

tangga sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidak
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patuhan kepada atauran-aturan berumah tangga baik yang datang dari
suami maupun yang muncul dari istri disebut dengan kata nushuz.®

Nushuz dalam berumah tangga adalah sikap yang menunjukkan
kebencian seorang istri atau sebaliknya. Namun lazimnya nushuz itu
diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.’

Adanya sikap tidak perduli atau bahkan sampai pada tingkat tidak
mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau istri
terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga
semua merupakan contoh dari perbuatan nushuz. Apabila istri menentang
kehendak suami dengan tidak adanya dasar syara’, tindakan itu

dipandang durhaka. Seperti hal-hal di bawah ini :

a. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami,
tetapi istri tidak mau pindah ke rumabh itu, atau istri meninggalkan
rumah tangga tanpa izin suami.

b. Apabila suami tinggal di rumah kepunyaan istri dengan ijin istri,
kemudian suatu waktu istri mengusir atau melarang suami masuk
rumabh itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan
oleh suami.

c. Umpamanya istri menetap di tempat yang disediakan oleh

perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istri menetap di

s Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Banagsa
Menurut Pandangan al-Qur’an , 94.

° Ibid, 93.
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rumah yang disediakannya, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada
alasan yang pantas.'’

Ibnu Taimiyah menyebutkan nushuz itu adalah istri
membangkang kepada suaminya seperti tidak taatnya istri saat
diajak ke tempat tidur atau istri keluar tanpa ijin suami, dan
demikian halnya istri meninggalkan kewajibannya untuk mentaati

"' Dalam ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

suami.
menyatakan bahwa “mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah
dari suaminya kecuali ia nushuz” Pasal tersebut secara implisit
mengandung makna mengakui bahwa perceraian dapat terjadi
dengan alasan istri telah nushuz. Meskipun hal tersebut tidak
dimasukkan dengan tegas sebagai alasan perceraian seperti yang
terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Ketika suami tidak melaksanakan atau mematuhi kewajibannya
dalam berumah tangga, mendholimi istri atau berbuat hal-hal yang
tidak dibenarkan dalam hukum Islam terhadap istri, maka istri dapat
menggugat perceraian melalui Pengadilan Agama.'

Perceraian dalam istilah figh disebut “ talak atau furqah “ arti talak

ialah membuka ikatan pembatalan perjanjian, sedangkan furqah artinya

bercerai yaitu lawan berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh

'* Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007), 398.
" Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa (Mesir : Dar al-Wafa, 1998), 145.
v Kompilasi Hukum Islam , BAB XIV tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 116 huruf b dan d.
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para ahli figih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian anatara
suami istri."

Sesuai dengan undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan
tersebut, maka Sasroatmodjo menyatakan bahwa perkawinan dapat putus

karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

1. Faktor — Faktor Perceraian
a. Perceraian menurut Hukum Islam
Perceraian menurut hukum islam terbagi dalam golongan besar
yaitu talaq dan fasakh. Dari dua golongan tersebut para ulama dan
sarjana mengadakan klasifikasi sebagai berikut :
1)  Oleh karena suami atau istri
2)  Perceraian karena :
a) Tindakan pihak suami : talaq, ila’ ( menolak dengan
sumpah ), zhihar
b) Tindakan pihak istri: tafwidl
¢) Persetujuan kedua belah pihak
d) Keputusan hakim: ta’lik thalak, syiqaq, fasakh, riddah,

li’an '

13 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah,103.
' Latief, Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), 38.
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Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Faktor-faktor perceraian dalam undang - undang ini

disebutkan dalam pasal 38 dan KHI dalam pasal 113, keduanya

sama- sama menjelaskan bahwa perkawinan itu dapat putus karena

. a. kematian b. perceraian c. atas putusan pengadilan. "> untuk

lebih memperjelas adalah sebagai berikut :

1)

2)

Karena kematian

Kematian suami istri dalam hukum adalah putusnya
perkawinan. Jika istri meninggal maka suami boleh menikah
lagi tapi jika suami yang meninggal maka istri harus
menunggu beberapa saat ( iddah ) dulu untuk kemudian nikah
lagi .'°

Tentang kematian salah satu pihak ini berkaitan dengan
pasal 199 BW sebab putusnya perkawinan yang disebutkan
dalam ayat 2 yaitu adanya suami yang mafqud atau hilang
tanpa diketahui rimbanya selama 10 tahun sehingga sang istri
mengajukan ke PN dan pihak pengadilan memutuskan tentang
adanya dugaan hukum bahwa seseorang yang bepergian itu
sudah meninggal dunia.
Karena perceraian

Sebagai mana perkawinan, perceraian juga mempunyai

aturan perundang-undangan sebagai mana pasal 19 PP No. 9

' Depag RI , kompilasi Hukum Islam ( Jakarta , 2000), 27.

16 Ibid, 39.
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tahun 1975 dan juga dalam pasal 116 PP No. 1 tahun 1991 (

KHI ), menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena

alasan — alasan sebagai berikut :

a)

b)

d)

g)
h)

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk
disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut — turut tanpa se izin pihak dan tanpa alasan yang
jelas.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman
terhadap pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
suami — istri.

Terjadi perselisihan antara kedua pihak.

Suami melanggar ta’lik talak.

Murtad yang dilakukan salah satu pihak yang

menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.17

"Depag RI , kompilasi Hukum Islam, 466.
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2. Atas Putusan Pengadilan
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena keputusan
pengadilan selalu didasarkan kepada gugatan perceraian, hal
ini dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun
1975 tentang kewajiban PPN dan tata kerja PA dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi
yang beragama islam dalam pasal 30, yaitu :
a. Perceraian yang dilakukan dengan putusan PA adalah
perceraian  yang berdasarkan suatu gugatan perceraian.
b. PA dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan
kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan
Penasehat Perkawinan ( BP4 )
c. Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan,
dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sampai
dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975.
d. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya
terhitung sejak jatuhnya putusan PA yang telah
berkekuatan hukum tetap.
G. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini berjudul : Nushuz dan Dampaknya Terhadap Perceraian di
Pengadilan Agama Kota Kediri. Untuk memastikan stressing dan arah

penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti terdahulu, atau tidak ada
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kesamaan dengan penelitian sebelumnya, berikut dikemukakan beberapa hasil

penelitian tentang permasalahan Nushuz diantaranya :

1. Kontroversi Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang kriteria Nushuz
Istri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga. '®
Dalam tulisannya menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hak
istri yang tidak diberikan oleh suaminya. Dalam hal ini Abu Hanifah
memberikan pendapat bahwa walaupun istri melakukan nushiz namun
istri tetap memperoleh haknya. Sedangkan pendapatnya Imam Syafi’i, istri
yang melakukan nushuz tidak memperoleh haknya.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak
Bertanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang)"’. Dalam skripsinya penulis menjelaskan beberapa persoalan
yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Penulis
memfokuskan pada analisis hukum Islam dari salah satu faktor penyebab
perceraian yaitu tentang tidak adanya rasa tanggung jawab seorang suami
terhadap istri. Menurut penulis dari faktor tersebut menunjukkan
banyaknya terjadi perceraian karena suami melanggar kewajibannya yaitu
meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberi natkah
lahir dan batin. Hakim dalam mengambil sebuah putusan perceraian sudah

sesuai dengan hukum Islam dan Undang —Undang Perkawinan.

'® Muahmmad Ka’bil Mubarok, “Kontroversi Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang
kriteria Nushuz Istri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga”
(Skripsi, Surabaya : TAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002).

*° Beti Pera, “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel,
surabaya, 2012).
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3. Nushuz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya

Penghapusan Kekerasan terhadap Istri.”

Dalam skripsinya lebih
menjelaskan  tentang  Nushuz dan hubungannya dengan upaya
penghapusan  terhadap  kekerasan dalam rumah tangga. Penulis
memberikan penjelasan bahwa Nushuz sangat merugikan kepada istri. Hal
ini terjadi karena perbuatan ini perbuatan durhaka sehingga seorang suami
memperlakukan istri yang berbuat Nushuz dengan perlakuan sangat kasar
hingga mengarah pada perbuatan penganiayaan sampai pada penyiksaan
fisik. Berdasarkan fenomena di atas penulis berusaha mengembalikan
makna Nushuz yang sebenarnya dan bagaimana sikap seorang suami bila
terjadi seorang istri telah durhaka terhadap suami dengan penanganan
yang sesuai ajaran Islam.

4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian karena Suami tidak
Mempunyai Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Tuban No 180/pdt/G/2006/PA.Tbn).?! Dalam skripsinya membahas
tentang pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam kasus
perceraian yang disebabkan karena suami tidak mempunyai pekerjaan
tetap hingga biaya untuk kebutuhan yang diberikan terhadap keluarga
tidak mencukupi sehingga dampak yang diakibatkan dengan tidak adanya
pekerjaan tetap menyebabkan anak dan istri hidup terlantar dan yang lebih

membahayakan istri melakukan perbuatan melanggar hukum demi untuk

?° Nailil Sa’adah, “Nushiz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya
Penghapusan Kekerasan terhadap Istri”(Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)
*! Mugi Basuki, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian karena Suami tidak Mempunyai
Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tuban No 180/pdt/G/2006/PA.Tbn)”
(Skripsi, Surabaya : TAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).
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mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan kasus diatas penulis
memberikan kesimpulan bahwa suatu pekerjaan merupakan faktor penting
dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Dengan adanya
pekerjaan yang tetap akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara
keseluruhan baik sandang, pangan maupun papan termasuk untuk
pendidikan anaknya.

5. Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan
Agama Tulungagung.”? Dalam tesisnya banyak membahas tentang Faktor-
faktor yang menjadi penyebab terjadinya Perceraian terutama pada kasus
perceraian yang disebabkan karena bekerja keluar negeri atau menjadi
TKI. Dalam analisanya perceraian karena hal tersebut lebih banyak terjadi
karena faktor jarak yang jauh, jarang berkomunikasi, adanya pihak ketiga
dan tidak terpenuhinya nafkah batin sehingga salah satunya melakukan
pelanggaran ( selingkuh).

6. Korelasi Nushuz dengan Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di Rifka
Annisa, Women’s Krisis Centre).” Dari hasil penelitian ini lebih
mengarah kepada sanksi pidana terhadap suami yang memperlakukan
istrinya pada saat melakukan nushuz tidak sesuai dengan tata cara yang
dituntunkan oleh hukum maupun agama Islam namun melalui kekerasan
yang mengakibatkan kerusakan pada fisik seorang istri. Memperlakukan

istri yang telah melakukan nushuz dengan perlakuan yang kasar dan

*2 Eko Siswanto, “Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama
Tulungagung”’(Tesis, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

2 Wahid Hasyim, “Korelasi Nushuz dengan Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di Rifka
Annisa, Women'’s Krisis Centre” (Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2002).
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merusak fisik berakibat pada hukuman pidana karena hal tersebut bisa
dikategorikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

7. Konsep Nushiz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.**
Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada kepustakaan dengan
mengambil pendapat dari beberapa sumber. konsep Nushuz suami dalam
hukum perkawinan islam menurut peneliti lebih mengarah kepada
pelanggaran kewajiban sehingga akibatnya berdampak pada pelanggaran
sighot taklik talak, yang pada akhirnya seorang istri merasa disakiti
kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Dengan memperhatikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan nushuz dan perceraian, baik penelitian melalui kajian lapangan
maupun penelitian kajian literer, maka penelitian ini akan memberikan
nuansa berbeda dengan posisi penelitian terdahulu karena masalah
perceraian sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah karena banyak membawa
dampak yang negatif terhadap jalinan keluarga utamanya terhadap masa
depan anak. Menurut penulis para peneliti diatas belum pernah menganalisa
dari sekian banyak penyebab terjadinya sebuah perceraian berapa presentase
yang paling banyak mengajukan gugat cerai dari pihak suami atau pihak istri.
Untuk itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pendidikan pada setiap keluarga supaya lebih memahami akan hak dan
kewajibannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan tanggung jawab

terhadap masing-masing pihak baik suami maupun istri.

** Fatma Novita Matondang, “Konsep Nushuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”
(Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009).
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Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata
tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.”
Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dari
informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka
alami terhadap fokus penelitian.”

Karena data yang ingin diungkap dalam penelitian adalah masalah sosial
maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan
untuk memudahkan peneliti karena peneliti ikut terlibat langsung selain itu
data sosial sulit dipastikan kebenarannya maka dengan pengumpulan data
secara triangulasi (gabungan). Untuk memahami interkasi sosial yang
kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan
metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan
observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang
tersebut.”’

Dalam penelitian ini ingin mengetahui peran Hakim dalam memutuskan
perkara perceraian yang disebabkan karena nushuz, meneliti berkas perkara
yang telah diputus untuk kemudian dianalisis.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sumber data dengan

¥ Lexi. J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualtatif (Bandug: Remaja Rosda Karya, 2011 ),

123.

26 .
Ibid, 124.
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2010),

25.
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pertimbangan tertentu.”®

maka dalam penelitian ini dengan pertimbangan
waktu dan tenaga peneliti hanya memilih beberapa putusan yang sesuai
dengan tema penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Pengadilan Agama Kota Kediri.

b. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.”

Jika dilihat dari sumbernya, data ada data primer dan ada data
sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder yang merupakan sumber
data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya
lewat orang lain.*

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber utama
(data primer) dan sumber tambahan (data sekunder). Sumber utama adalah
Putusan Hakim tentang perceraian sebab nushuz sedangkan sumber data
tambahan wawancara Panitera tentang permasalahan dan proses
penyelesaiannya.

c. Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

melalui wawancara dan observasi dan penelaahan dokumen.

%% Sugiyono, Metodologi Penelitian, 218.
* Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 157.
0 Sugiyono, Metode Penelitian, 137.
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1. Wawancara

Wawancara sering juga disebut intervieu adalah sebuah dialog
yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
terwawancara.’' Intervieu digunakan oleh peneliti untuk menilai
seseorang. Dalam penelitian ini yang menjadi terwawancara adalah
Hakim dan para panitera. Dengan metode ini peneliti dapat
berkomunikasi langsung dengan orang informan selaku objek dari
penelitian ini sehingga data akan lebih akurat. Dan bisa diulang jika

ada hal yang ditanyakan kurang jelas.

2. Observasi
Observasi atau pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian
terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra yaitu
melalui penglihatan, pendengaran. Observasi dapat dilakukan dengan
rekam suara, gambar atau dengan quesioner atau tes.>

3. Penelaahan Dokumen
Penelaahan dokumen merupakan metode yang harus dilakukan untuk
mendapatkan hasil yang akurat terhadap hasil penelitian. Dokumen
yang ada akan dianalisis secara cermat schingga data yang
dimasukkan sesuai dengan judul yang diteliti

Analisis data dalam penelitian ini dalam dua tahap yaitu analisa

sebelum memasuki lapangan yaitu = menganalisis  data hasil studi

31 Arikunto, Prosedur, 198.
*2 Tbid., 200.
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pendahuluan atau analisa sementara di lapangan yang dijadikan fokus
penelitian  yaitu menganalisa putusan hukum para hakim dalam
menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena nushuz.

Tahap berikutnya yaitu  menganalisis setiap  putusan  yang
disampaikan oleh hakim yang berhubungan dengan masalah kemudian
peneliti akan melakukan observasi langsung sebagaimana yang disampaikan
kepada peneliti observasi ini bisa kepada hakim atau panitera Pengadilan

Agama kota Kediri.

Langkah-langkah analisa dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Analisis pendahuluan yaitu menganalisa tema sebelum penelitian
berjalan atau menganalisa tema berdasarkan pegamatan sementara di
lapangan atau studi awal agar masalah lebih fokus dan penggalian
informasi akan tepat sebelum penelitian dilaksanakan.

b. Menganalisa jawaban yang diungkapkan oleh informan yang terkait
dengan tema pada saat wawancara maupun observasi berlangsung baik
validasi data yang diungkap informan maupun kedalaman data sesuai
dengan fokus masalah yang ingin digali dalam penelitian ini. sehingga
data yang diperlukan lengkap dan akurat.

c. Menganalisa rencana kerja berikutnya baik pertanyaan dan pengumpulan
datanya. Jika masih ada data yang dianggap kurang lengkap yang belum

terungkap.
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1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang
telah dicatat dari lapangan, dicatat secara teliti dan rinci memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya
dan mencarinya bila diperlukan.”

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian
pada penyederhanaan data, transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung. Selama penelitian
berlangsung.

Jadi  reduksi data dalam  penelitian ini = merangkum,
menyederhanakan, mengklasifikasikan, memfokuskan data sesuai analisa
tema yaitu pola-pola apa saja yang dilakukan orang tua dalam membina
akhlak anaknya. Dengan reduksi data akan kelihatan data yang
diperlukan belum terungkap atau belum ada sehingga bisa ditambahkan
melalui wawancara atau observasi.

2. Penyajian Data (data display)
Setelah dilakukan reduksi maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan
data dalam bentuk,bagan, hubungan antar kategori atau flowchart atau teks

yang bersifat naratif.**

33 Sugiyono, Metode Penelitian, 247.
3 Sugiyono, Metode Penelitian, 249.
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Dalam mendisplaykan data berdasarkan dengan klasifikasi,membuat
kategori dan membuang data yang tidak dipakai dan dianalisis secara
mendalam apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan saat berada
di lapangan apakah masih sesuai dengan hipotetik atau dugaan awal, bila
ternyata data di lapangan mendukung sesuai hipotetik yang dirumuskan
maka akan berkembang menjadi teori grounded (temuan secara induktif)
kemudian data tersebut diuji melalui pengumpulan data yang terus
menerus.”

3. Pengecekan dan penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat
mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid

dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan kredibel. *°

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang Pendahuluan. Menjelaskan mengenai
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka  teoritik, kajian terdahulu,

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

35 bid., 250.
3% Ibid., 252
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Bab kedua membahas tinjauan umum tentang nushuz dan percerain yang
meliputi tentang pengertian nushuz, dasar hukum nushuz, macam-macam
nushuz, hak dan kewajiban suami istri, tindakan yang dilakukan apabila
suami atau istri melakukan nushuz, hak — hak suami atas istri nushuz dan
batasan-batasannya. Tinjauan umum tentang perceraian, faktor-faktor
penyebab terjadinya perceraian, perceraian menurut Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang pertimbangan hukum para hakim
Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menyelesaikan perkara perceraian
yang disebabkan karena nushuz

Bab keempat membahas Analisis tentang pertimbangan hukum para
hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian yang disebabkan karena
nushuz. Pada bab ini bermaksud menggambarkan keadaan lapangan, mulai
dari profil Pengadilan Agama kota Kediri, visi misi dan kewenangan
Pengadilan Agama kota Kediri, serta gambaran permohonan perceraian di
Pengadilan Agama Kota Kediri dan Proses pengambilan keputusan dalam
sidang di Pengadilan Agama Kota Kediri. Pada intinya bab tiga ini
membicarakan kondisi lapangan.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan

dan saran.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

 	  	    Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dikuatkan dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hidupnya. Perkawinan merupakan masalah yang penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan perlu adanya pengaturan tersendiri agar hakikat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif sehingga merugikan kedua belah pihak baik suami maupun istri.

		    Ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum juga akan menimbulkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam keluarga. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelesterian dan kesinambungan hidup suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis  antara sumai istri itu tidak dapat diwujudkan.[footnoteRef:2] [2:  Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih  (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 168.] 


	        Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga, oleh karena itu Islam juga mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan bertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikitpun.[footnoteRef:3]  [3:  Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Kelurga (Jakarta : Amzah, 2010), 299.] 


Banyak Faktor-faktor yang mempengaruhi  keluarga di antarannya faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta menghancurkan tujuan hidup berumah tangga. Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama suami istri, syari’at Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa memperdulikan kondisi-kondisi objektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syari’at Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti.[footnoteRef:4] [4:  Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, 168.] 


Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Pergaulan suami istri  merupakan penyatuan jiwa raga dan cita-cita, merupakan perpaduan keseluruhan totalitas hidupnya, merupakan pergaulan yang sangat rapat dan erat serta bersifat terus menerus sepanjang waktu. Oleh karena itu diperlukan persesuaian pendapat dan cita-cita, pendekatan watak dan tabiat, supaya kehidupan bersama itu mendatangkan rahmat.[footnoteRef:5] [5:  Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih, 169.] 


Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah satu suami atau istri meninggalkannya. Akan tetapi, tak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan rumah tangga terkadang pasangan suami istri dihadapkan pada permasalahan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga.

Masalah tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, artinya bersifat intern, seperti sikap istri yang berubah, suami cepat marah, maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua, ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap dari masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami istri, bahkan dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang antara suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan atau nushu>z perkawinan.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi pondasi utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling menghormati, mencintai, setia serta memberi bantuan lahir batin yang sah kepada lainnya. Hak dan kewajiban masing-masing harus seimbang hingga tidak harus saling menyalahkan karena merasa paling berkuasa atau merasa paling berjasa. 

Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah nushu>z.

Dalam konteks suami istri dalam perkawinan kata nushu>z ditemukan dalam al-Qur’an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan pada aturan-aturan berumah tangga baik yang datang dari suami maupun yang muncul dari istri disebut dengan kata nushu>z.[footnoteRef:6] [6:  Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur’an  (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), 94.] 


Istilah nushu>z atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan nushu>z seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Sesungguhnya nushu>z dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah tangga, dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketenteramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga, di antaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka aib keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya pondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.[footnoteRef:7] [7:  Ali Yusuf al-Subki, Fiqih Keluarga, 300.] 


Nushu>z  tidak hanya dilakukan oleh istri tapi juga oleh suami.[footnoteRef:8] Dalam ketentuan  pasal 125 Hukum Islam menyatakan bahwa, “mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia nushu>z”. Pasal tersebut secara eksplisit mengandung makna mengakui bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan istri telah nushu>z.  [8:  Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur’an  , 95.] 


Berdasarkan judul penelitian yang mengangkat tema tentang nushu>z maka sebagai ekspresi  dan sikap keprihatinan  terhadap banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat penulis  terpanggil untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan hukum dari para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian yang disebabkan karena nushu>z. 



B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.

  Penelitian ini membahas tentang nushu>z dan dampaknya terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada permasalahan nushu>z karena hal ini menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian dan jarang dipahami oleh kebanyakan masyarakat termasuk solusi yang dijalani hingga terhindar dari bahaya talak (cerai).

  Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus, maka perlu adanya pembatasan masalah supaya tidak terlalu melebar dan keluar dari tema penelitian. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi beberapa hal yang berhubungan dengan judul di atas yaitu :

1) Tinjauan Umum tentang nushu>z 

2) Hukum Nushu>z 

3) Macam-macam nushu>z 

4) Tinjauan Umum tentang Perceraian

5) Faktor-faktor penyebab perceraian

6) Undang – Undang Tentang Perkawinan dan KHI

7) Hak dan Kewajiban Suami Istri

8) Pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara perceraian sebab nushu>z.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas maka penulis memfokuskan pada  masalah faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan nushu>z  hingga terjadi sebuah perceraian dalam rumah tangga. Selain itu penulis juga ingin menganalisis pertimbangan hukum dari para hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan nushu>z   dengan demikian akan memberikan hasil yang sistematis, ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan. 



C. Rumusan Masalah.

     Dari  latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas perlu adanya rumusan masalah agar tidak terjadi pelebaran pembahasan yang nantinya dalam penulisan tesis ini kurang mengarah. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1) Faktor  apakah yang menimbulkan perbuatan  nushu>z yang menjadi sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri?

2) Bagaimana  pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena nushu>z ?



D. Tujuan Penelitian

        Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka tujuan   penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang  dapat menimbulkan perbuatan nushu>z yang menjadi sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena nushu>z.



E. Manfaat Penelitian

      Dari  hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  baik yang bersifat  teoritik  maupun  yang  bersifat  praktik. Diantara   manfaat tersebut  adalah  sebagai  berikut  :

1. Secara Teoritis

a) Sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan dan juga sebagai alat pengembangan ilmu dalam memahami kehidupan berumah tangga.

b) Sebagai dokumentasi dalam penyelesaian permasalahan tentang nushu>z sehingga mampu memberikan rambu-rambu dalam membina sebuah berumah tangga hingga tercipta keluarga yang bahagia sesuai ajaran Islam.



2. Secara Praktis

	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang permasalahan nushu>z yang sering terjadi dalam keluarga ketika membina rumah tangganya serta akibat yang ditimbulkan. Selain itu untuk menumbuhkan pola pikir, harapan, cita-cita dan sikap untuk selalu menjaga amanah yang telah diberikan. Kemudian dengan adanya penelitian ini masyarakat tahu bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak, baik pihak suami maupun istri hingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga pada akhirnya tingkat perceraian yang disebabkan karena nushu>z bisa di minimalisir.



F. Kerangka Teoritik

   	         Dalam konteks hubungan suami istri dalam perkawinan kata nushu>z ditemukan dalam al-Qur’an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidak patuhan kepada atauran-aturan berumah tangga baik yang datang dari suami maupun yang muncul dari istri disebut dengan kata nushu>z.[footnoteRef:9] [9:  Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Banagsa Menurut Pandangan al-Qur’an , 94.] 


           Nushu>z dalam berumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang istri atau sebaliknya. Namun lazimnya nushu>z itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.[footnoteRef:10] [10:  Ibid, 93.] 


      Adanya sikap tidak perduli atau bahkan sampai pada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau istri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga semua merupakan contoh dari perbuatan nushu>z. Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak adanya dasar syara’, tindakan itu dipandang durhaka. Seperti hal-hal di bawah ini :

a. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.

b. Apabila suami  tinggal di rumah kepunyaan istri dengan ijin istri, kemudian suatu waktu istri mengusir atau melarang suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.

c. Umpamanya istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istri menetap di rumah yang disediakannya, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.[footnoteRef:11] [11:  Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007), 398.] 


      Ibnu Taimiyah menyebutkan nushu>z itu adalah istri membangkang kepada  suaminya seperti tidak taatnya istri saat diajak ke tempat tidur atau istri keluar tanpa ijin suami, dan demikian halnya istri meninggalkan kewajibannya untuk mentaati suami.[footnoteRef:12] Dalam ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia nushu>z.” Pasal tersebut secara implisit mengandung makna mengakui bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan istri telah nushu>z. Meskipun hal tersebut tidak dimasukkan dengan tegas sebagai alasan perceraian seperti yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. [12:  Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa (Mesir : Dar al-Wafa, 1998), 145.] 


	         Ketika suami tidak melaksanakan atau mematuhi kewajibannya dalam berumah tangga, mendholimi istri atau berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam terhadap istri, maka istri dapat menggugat perceraian melalui Pengadilan Agama.[footnoteRef:13] [13:  Kompilasi Hukum Islam , BAB XIV tentang Putusnya Perkawinan,  Pasal 116 huruf  b dan d.] 


       Perceraian dalam  istilah fiqh disebut “ talak atau furqah “ arti talak ialah membuka ikatan pembatalan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai salah satu  istilah yang berarti perceraian anatara suami istri.[footnoteRef:14] [14:  Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,103. ] 


     	Sesuai dengan undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Sasroatmodjo menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.



1. Faktor – Faktor Perceraian  

a. Perceraian menurut Hukum Islam 

  Perceraian menurut hukum islam terbagi dalam golongan besar yaitu talaq dan fasakh. Dari dua golongan tersebut para ulama dan sarjana mengadakan klasifikasi sebagai berikut :

1) Oleh karena suami atau istri

2) Perceraian karena :

a) Tindakan pihak suami : talaq, ila’ ( menolak dengan sumpah ), zhihar

b) Tindakan pihak istri: tafwidl

c) Persetujuan kedua belah pihak 

d) Keputusan hakim: ta’lik thalak, syiqaq, fasakh, riddah, li’an [footnoteRef:15] [15:  Latief, Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia  (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), 38.] 




b. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

	         Faktor-faktor perceraian dalam undang – undang ini disebutkan dalam pasal 38 dan KHI dalam pasal 113, keduanya sama- sama menjelaskan bahwa perkawinan itu dapat putus karena : a. kematian b. perceraian c. atas putusan pengadilan. [footnoteRef:16] untuk lebih memperjelas adalah sebagai berikut : [16:  Depag RI , kompilasi Hukum Islam  ( Jakarta ,  2000), 27.] 


1) Karena kematian

	         Kematian suami istri dalam hukum adalah putusnya perkawinan. Jika istri meninggal maka suami boleh menikah lagi tapi jika suami yang meninggal maka istri harus menunggu beberapa saat ( iddah )  dulu untuk kemudian nikah lagi .[footnoteRef:17] [17:  Ibid, 39.] 


	        Tentang kematian salah satu pihak ini berkaitan dengan pasal 199 BW sebab putusnya perkawinan yang disebutkan dalam ayat 2 yaitu adanya suami yang mafqud atau hilang tanpa diketahui rimbanya selama 10 tahun sehingga sang istri mengajukan ke PN dan pihak pengadilan memutuskan tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang yang bepergian itu sudah meninggal dunia.

2) Karena perceraian 

	       Sebagai mana perkawinan, perceraian juga mempunyai aturan perundang-undangan sebagai mana pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan juga dalam pasal 116 PP No. 1 tahun 1991 ( KHI ), menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa se izin pihak dan tanpa alasan yang jelas.

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d) Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman terhadap pihak lain.

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami – istri.

f) Terjadi perselisihan antara kedua pihak.

g) Suami melanggar ta’lik talak.

h) Murtad yang dilakukan salah satu pihak yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.[footnoteRef:18] [18:  Depag RI , kompilasi Hukum Islam, 466.] 




2. Atas Putusan Pengadilan

      		     Putusnya perkawinan yang disebabkan karena keputusan pengadilan selalu didasarkan kepada gugatan perceraian, hal ini dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban PPN dan tata kerja PA dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam dalam pasal 30, yaitu :

a. Perceraian yang dilakukan dengan putusan PA adalah perceraian     yang berdasarkan suatu gugatan perceraian.

b. PA dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan ( BP4 )

c. Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan, dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975.

d. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan PA yang telah berkekuatan hukum  tetap.

G. Penelitian Terdahulu

  Penelitian ini berjudul : Nushu>z dan Dampaknya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Untuk memastikan stressing dan arah penelitian  ini belum pernah dilakukan peneliti terdahulu,  atau tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya, berikut dikemukakan beberapa hasil  penelitian tentang  permasalahan Nushu>z  diantaranya :

1. Kontroversi Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang kriteria Nushu>z Istri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga. [footnoteRef:19]  [19:  Muahmmad Ka’bil Mubarok, “Kontroversi Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang kriteria Nushu>z Istri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga” (Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002).] 


Dalam tulisannya menjelaskan tentang  perbedaan pendapat mengenai hak istri yang tidak diberikan oleh suaminya. Dalam hal ini Abu Hanifah memberikan  pendapat bahwa walaupun istri melakukan nushu>z namun istri tetap memperoleh haknya. Sedangkan pendapatnya Imam Syafi’i, istri yang melakukan nushu>z tidak memperoleh haknya.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)[footnoteRef:20]. Dalam  skripsinya penulis menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.  Penulis memfokuskan pada analisis hukum Islam  dari salah satu faktor penyebab perceraian yaitu tentang tidak adanya rasa  tanggung jawab seorang suami terhadap istri.  Menurut penulis dari faktor tersebut  menunjukkan banyaknya terjadi perceraian karena suami melanggar kewajibannya yaitu meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah lahir dan batin. Hakim dalam mengambil sebuah putusan perceraian sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang –Undang Perkawinan.    [20:  Beti Pera, “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, surabaya, 2012).] 


3. Nushu>z dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Istri.[footnoteRef:21] Dalam skripsinya lebih menjelaskan tentang Nushu>z dan hubungannya dengan upaya penghapusan  terhadap  kekerasan dalam rumah tangga. Penulis memberikan penjelasan bahwa Nushu>z sangat merugikan kepada istri. Hal ini terjadi karena perbuatan ini perbuatan durhaka sehingga seorang suami memperlakukan istri yang berbuat Nushu>z dengan perlakuan sangat kasar hingga mengarah pada perbuatan penganiayaan sampai pada penyiksaan fisik. Berdasarkan fenomena di atas penulis berusaha mengembalikan makna Nushu>z yang sebenarnya dan bagaimana sikap seorang suami bila terjadi seorang  istri telah durhaka terhadap suami dengan penanganan yang sesuai ajaran Islam. [21:  Nailil Sa’adah, “Nushu>z dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Istri”(Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)] 


4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian karena Suami tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tuban No 180/pdt/G/2006/PA.Tbn).[footnoteRef:22] Dalam skripsinya membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam kasus perceraian yang disebabkan karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap hingga biaya untuk kebutuhan yang diberikan terhadap keluarga tidak mencukupi sehingga dampak yang diakibatkan dengan tidak adanya pekerjaan tetap menyebabkan anak dan istri hidup terlantar dan yang lebih membahayakan istri melakukan perbuatan melanggar hukum demi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan kasus diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa suatu pekerjaan merupakan faktor penting dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. Dengan adanya pekerjaan yang tetap akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan baik sandang, pangan maupun papan termasuk untuk  pendidikan anaknya. [22:  Mugi Basuki, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian karena Suami tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tuban No 180/pdt/G/2006/PA.Tbn)” (Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).] 


5. Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung.[footnoteRef:23] Dalam tesisnya banyak membahas tentang Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya  Perceraian terutama pada kasus perceraian yang disebabkan karena bekerja keluar negeri atau menjadi TKI. Dalam analisanya perceraian karena hal tersebut lebih banyak terjadi karena faktor jarak yang jauh, jarang berkomunikasi, adanya pihak ketiga dan tidak terpenuhinya nafkah batin sehingga salah satunya melakukan pelanggaran ( selingkuh). [23:  Eko Siswanto, “Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung”(Tesis, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).] 


6. Korelasi Nushu>z dengan Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di Rifka Annisa, Women’s Krisis Centre).[footnoteRef:24] Dari hasil penelitian ini lebih mengarah kepada sanksi pidana terhadap suami yang memperlakukan istrinya pada saat melakukan nushu>z tidak sesuai dengan tata cara yang dituntunkan oleh hukum maupun agama Islam namun melalui kekerasan yang mengakibatkan kerusakan pada fisik seorang istri. Memperlakukan istri yang  telah melakukan nushu>z dengan perlakuan yang kasar dan merusak fisik berakibat pada hukuman pidana karena hal tersebut bisa dikategorikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. [24:  Wahid Hasyim, “Korelasi Nushu>z dengan Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di Rifka Annisa, Women’s Krisis Centre” (Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2002). ] 


7. Konsep Nushu>z Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.[footnoteRef:25] Dalam penelitian ini lebih mengarah kepada kepustakaan dengan mengambil pendapat dari beberapa sumber.  konsep Nushu>z suami  dalam hukum perkawinan islam menurut peneliti lebih mengarah kepada pelanggaran kewajiban sehingga akibatnya berdampak pada pelanggaran sighot taklik talak, yang pada akhirnya seorang istri merasa disakiti kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.  [25:  Fatma Novita Matondang, “Konsep Nushu>z Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam” (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009).] 


     Dengan  memperhatikan   hasil  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan nushu>z dan  perceraian, baik   penelitian  melalui  kajian  lapangan  maupun  penelitian  kajian  literer, maka  penelitian  ini  akan  memberikan nuansa berbeda dengan  posisi  penelitian  terdahulu  karena  masalah perceraian sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah karena banyak membawa dampak yang negatif terhadap jalinan keluarga utamanya terhadap masa depan anak. Menurut penulis para peneliti diatas belum pernah menganalisa dari sekian banyak penyebab terjadinya sebuah perceraian berapa presentase yang paling banyak mengajukan gugat cerai dari pihak suami atau pihak istri. Untuk itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pendidikan pada setiap keluarga supaya lebih memahami akan hak dan kewajibannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan tanggung jawab terhadap masing-masing pihak baik suami maupun istri.

H. Metode Penelitian.

	     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang menghadirkan  data deskriptif  beberapa kata tertulis  atau lisan dari orang-orang  atau  pelaku yang  dapat diamati.[footnoteRef:26] Pendekatan kualitatif  digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif  dari informasi tentang  apa  yang  mereka  lakukan, rasakan, dan yang mereka  alami terhadap fokus penelitian.[footnoteRef:27] [26:   Lexi. J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualtatif  (Bandug: Remaja Rosda Karya,  2011 ), 123.]  [27:  Ibid, 124.] 


    Karena data yang ingin diungkap dalam penelitian adalah masalah sosial maka  peneliti menggunakan pendekatan penelitian  kualitatif  yang bertujuan untuk memudahkan peneliti karena peneliti ikut terlibat langsung selain itu data sosial sulit dipastikan kebenarannya maka dengan pengumpulan data secara triangulasi (gabungan).  Untuk memahami interkasi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi berperan serta  untuk ikut merasakan apa yang  dirasakan orang tersebut.[footnoteRef:28] [28:   Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D  (Bandung : Alfabeta, 2010),  25.] 


   Dalam penelitian ini ingin mengetahui peran Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena nushu>z, meneliti berkas perkara yang telah diputus untuk kemudian dianalisis.

      Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive  sampling yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.[footnoteRef:29] maka dalam penelitian ini dengan  pertimbangan waktu dan tenaga  peneliti  hanya memilih  beberapa putusan yang sesuai dengan tema penelitian. [29:   Sugiyono, Metodologi Penelitian,  218.] 


a.  Lokasi  Penelitian

 Lokasi penelitian ini Pengadilan Agama Kota Kediri.

b.  Sumber  Data

Sumber data utama penelitian kualitatif  ialah kata-kata dan tindakan   selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.[footnoteRef:30] [30:   Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  Edisi Revisi,  157.] 


 Jika dilihat dari sumbernya, data  ada data primer  dan ada  data sekunder. Sumber primer  adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder yang merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain.[footnoteRef:31]  [31:   Sugiyono, Metode  Penelitian,  137.] 


Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri  dari sumber utama (data primer)  dan sumber tambahan (data sekunder). Sumber  utama  adalah Putusan Hakim tentang perceraian sebab nushu>z  sedangkan  sumber data tambahan wawancara Panitera tentang permasalahan dan proses penyelesaiannya. 

c. Prosedur  Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  melalui  wawancara dan observasi dan penelaahan dokumen. 

1. Wawancara

Wawancara sering juga disebut intervieu adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[footnoteRef:32] Intervieu digunakan oleh peneliti untuk menilai seseorang. Dalam penelitian ini yang menjadi terwawancara adalah Hakim dan  para panitera. Dengan metode ini peneliti dapat berkomunikasi langsung dengan orang informan  selaku objek dari penelitian ini sehingga data akan lebih akurat. Dan bisa diulang jika ada hal yang ditanyakan kurang jelas.  [32:   Arikunto,  Prosedur, 198.] 


2. Observasi

Observasi atau pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra yaitu melalui penglihatan, pendengaran. Observasi  dapat dilakukan dengan rekam suara, gambar atau dengan quesioner atau tes.[footnoteRef:33]  [33:   Ibid., 200.] 


3. Penelaahan Dokumen

Penelaahan dokumen merupakan metode yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat terhadap hasil penelitian. Dokumen yang ada akan dianalisis secara cermat sehingga data yang dimasukkan sesuai dengan judul yang diteliti 

		    Analisis data dalam penelitian ini dalam dua tahap yaitu analisa  sebelum memasuki lapangan yaitu  menganalisis  data hasil studi pendahuluan atau analisa sementara di lapangan yang dijadikan fokus penelitian yaitu  menganalisa putusan hukum para hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena nushu>z. 

  		    Tahap berikutnya yaitu  menganalisis  setiap  putusan  yang disampaikan oleh hakim yang berhubungan dengan masalah kemudian peneliti akan  melakukan observasi  langsung sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti observasi ini bisa kepada hakim atau panitera Pengadilan Agama kota Kediri.

	Langkah-langkah analisa  dalam pengumpulan  data adalah sebagai berikut :

a. Analisis pendahuluan yaitu menganalisa tema sebelum penelitian berjalan atau menganalisa  tema berdasarkan pegamatan sementara di lapangan atau studi awal  agar  masalah lebih  fokus dan penggalian informasi akan tepat  sebelum  penelitian dilaksanakan.

b. Menganalisa jawaban  yang diungkapkan  oleh informan yang terkait dengan tema pada saat  wawancara maupun observasi  berlangsung  baik  validasi data yang diungkap informan maupun  kedalaman  data  sesuai dengan fokus   masalah  yang  ingin digali dalam penelitian ini. sehingga data yang diperlukan lengkap dan akurat.

c. Menganalisa rencana kerja berikutnya baik pertanyaan dan  pengumpulan datanya. Jika masih ada data yang dianggap kurang lengkap yang  belum terungkap.





1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang telah dicatat dari lapangan, dicatat secara teliti dan rinci memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang  lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.[footnoteRef:34] [34:   Sugiyono, Metode Penelitian, 247.] 


         Reduksi  data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung.  Selama penelitian berlangsung.

         Jadi reduksi data dalam penelitian ini merangkum, menyederhanakan, mengklasifikasikan,  memfokuskan data sesuai analisa tema yaitu  pola-pola apa saja yang dilakukan orang tua dalam membina  akhlak anaknya. Dengan reduksi data  akan kelihatan  data yang diperlukan  belum terungkap atau belum ada sehingga bisa ditambahkan melalui wawancara atau observasi.

2. Penyajian Data (data display)

	Setelah dilakukan reduksi maka langkah  selanjutnya yaitu mendisplaykan data dalam bentuk,bagan, hubungan antar kategori atau flowchart atau teks yang bersifat naratif.[footnoteRef:35] [35:  Sugiyono, Metode Penelitian, 249.] 


        Dalam mendisplaykan data berdasarkan dengan klasifikasi,membuat kategori dan membuang data yang tidak dipakai dan dianalisis secara mendalam apa yang ditemukan  saat memasuki lapangan dan saat  berada di lapangan apakah masih sesuai dengan hipotetik atau dugaan awal, bila ternyata data di lapangan mendukung sesuai hipotetik yang dirumuskan maka akan berkembang menjadi teori grounded (temuan secara induktif) kemudian data tersebut diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus.[footnoteRef:36] [36:   Ibid., 250.] 


3. Pengecekan dan penarikan kesimpulan

	         Langkah ketiga dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal  didukung oleh bukti-bukti  yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan  kredibel. [footnoteRef:37] [37:   Ibid., 252] 




I. Sistematika Pembahasan

        Bab pertama membahas  tentang Pendahuluan. Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka  teoritik, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

       Bab kedua membahas tinjauan umum tentang nushu>z dan percerain yang meliputi tentang pengertian nushu>z, dasar hukum nushu>z, macam-macam nushu>z, hak dan kewajiban suami istri, tindakan yang dilakukan apabila suami atau istri melakukan nushu>z, hak – hak suami atas istri nushu>z dan batasan-batasannya. Tinjauan umum tentang perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

        Bab ketiga membahas  tentang pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menyelesaikan perkara perceraian yang   disebabkan karena nushu>z

Bab keempat membahas Analisis tentang pertimbangan hukum para hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian yang disebabkan karena nushu>z. Pada bab ini bermaksud menggambarkan keadaan lapangan, mulai dari profil Pengadilan Agama kota Kediri, visi misi dan kewenangan Pengadilan Agama kota Kediri,  serta gambaran permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri dan Proses pengambilan keputusan dalam sidang di Pengadilan Agama Kota Kediri. Pada intinya bab tiga ini membicarakan kondisi lapangan.

        Bab  kelima yaitu penutup. Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan  saran.
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